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ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang telah
mengancam rusaknya sistem hukum di suatu negara. Dalam upaya pemberantasan
korupsi, dibutuhkan upaya yang luar biasa pula yaitu dengan menjalin kerja sama
antara penegak hukum dengan justice collaborator (saksi pelaku yang
bekerjasama). Secara garis besar justice collaborator adalah pelaku tindak pidana
korupsi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap
korupsi yang dilakukannya, dengan cara memenuhi persyaratan yang tercantum
dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk ‘mengetahui langkah-langkah pengajuan
permohonan status justice~collaborator, “untuk-.mengetahui alasan adanya
perbedaan penilaian 'dalam menetapkan status justice collaborator antara Jaksa
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Pengadilan. Tindak Pidana Korupsi
Jakarta Pusat, serta untuk mengetahui-implikasi yuridis ‘atas penetapan status
justice collaborator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah
untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa tidak ada peraturan yang
menjelaskan ~mengenai  langkah-langkah  pengajuan  permohonan justice
collaborator, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan adanya perbedaan
penilaian dalam menetapkan status justice collaborator antara Jaksa Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
Pusat sehingga menimbulkan permasalahan dalam beberapa kasus korupsi, dan
implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator yaitu berupa hak-hak
yang harus dipenuhi oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi.
Kesimpulan-dari.peneltian ini_adalah peran_justice collaborator sangat penting
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu,
diharapkan dapat dirumuskan® Undang-Undang yang mengatur secara khusus
mengenai justice collaborator, supaya dapat memberikan jaminan hukum bagi
setiap pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerja sama dengan penegak
hukum untuk mengungkap kasus korupsinya.

Kata kunci: justice collaborator, saksi pelaku, penilaian Jaksa, pertimbangan
Hakim, dan implikasi yuridis.
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